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ABSTRAK 

Penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) merupakan salah satu konsep yang 

mencakup berbagai bidang yang masing-masing bidang memiliki batasan dan problematika 

yang berbeda-beda, antar lain sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas 

perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat sehingga dari heteroginitas 

problematika yang ada memungkinkan adanya kecendrungan melemahkan dan 

mengorbankan hukum. Maka untuk kasus-kasus atau perbuatan-perbuatan pelanggaran 

hukum maka pada dasarnya dapat dilakukan win-win solution atau proses mediasi antara 

korban dan pelaku kejahatan yang berdasarkan pada perlindungan atas hak-hak korban secara 

langsung dan cepat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Bagian 

Dari Kebijakan Non Penal. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang 

diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi 

induknya. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk 

memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu. Adapun hasil 

yang diperoleh di akhir penelitian adalah faktor yang mempengaruhi penegak hukum 

menerapan kebijakan non penal dalam menyelesaikan perkara pidana dapat dibedakan 

menjadi dua, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Bentuk-bentuk kejahatan yang 

dapat diselesaikan dengan kebijakan non penal diantaranya tindak pidana ringan (pencurian, 

kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik) , tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 

tindak pidana perdagangan orang (prostitusi), tindak pidana lalu lintas, dan tindak pidana 

KDRT. 

Kata Kunci: Kebijakan, Non-Penal 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Penanggulangan kejahatan lewat 

jalur kebijakan “non penal” bisanya 

bekerja sebelum terjadinya kejahatan 

dimana sasaran utamanya adalah penangan 

terhadap faktor-faktor apa penyebab 

terjadinya kejahatan dalam permasalahan 

sosial di masyarakat. Artinya upaya 

“preventive” yakni sebagai bentuk 

pencegahan/penangkalan/pengendalian 

mengintervensi sebelum terjadi masalah, 

dan diyakini sangat membantu untuk 

memperkecil jumlah korban kejahatan. 

Harapannya konsep kebijakan upaya non-

penal menjadi pamungkas untuk 

mengefektifkan pengurangan kejahatan. 

Namun dalam praktek yang dialami 

masyarakat bahwa  penggunaan hukum 

pidana menjadi bagian dalam posisi tawar 

mereka untuk memanfaatkan peluang 

dalam memperkecil kejahatan dan 

terfasilitasinya hak-hak mereka. 

Memfungsikan sanksi hukum berupa 

pemidanaan dengan posisi tawar 
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penggunaan hukum pidana sangat efektif 

mengatasi permasalahan sosial sebagai 

bagian kebijakan kriminal penegakan 

hukum. 

Perbuatan yang diusahakan untuk 

dicegah atau ditanggulangi dengan hukum 

pidana harus merupakan perbuatan yang 

tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian (material dan atau 

spiritual) atas warga masyarakat. 

Penggunaan hukum pidana harus pula 

memperhitungkan prinsip biaya dan hasil 

(cost and benefit principle),hukum pidana 

harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan- badan 

penegak hukum yaitu jangan sampai ada 

kelampauan beban tugas (overvelasting). 

Di dalam proses penegakan hukum 

(peradilan pidana) yang bertumpu pada 

hukum pidana dan acara pidana, negara 

melalui organ-organnya memiliki hak dan 

kewenangan untuk menjatuhkan pidana 

(ius punendi). Disni jika terjadi tindak 

pidana, maka terhadap pelaku kejahatan 

akan ditindak melalui proses peradilan 

dengan memberikan sanksi pidana. Korban 

tindak pidana dan masyarakat secara 

otomatis akan diwakili oleh negara dengan 

cara mengadili dan menjatuhkan pidana 

yang sesuai dengan perbuatan pelaku 

kejahatan.  

Hal tersebut merupakan konsekuensi 

dari penerapan negara hukum modern 

(rechtstaats) dimana negara yang akan 

mewakili korban untuk memperoleh hak-

haknya atas perbuatan pelaku kejahatan. 

Korban dalam hal ini tidak dapat langsung 

mengambil haknya tanpa melalui proses 

hukum. Apabila korban langsung 

mengambil haknya dapat dikatakan 

pemerasan atau balas dendam (eigen 

riechting). Pada awalnya proses pidana 

tertentu yang bersangkutan 

mengajukan/membuat laporan atau 

pengaduan. Pelaku tindak pidana 

selanjutnya diproses melalui penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, 

putusan dan pelaksanaan putusan 

pengadilan. Tetapi keadaan demikian, 

tidak selamanya berjalan dengan baik 

tetapi sering juga terjadi pelanggaran atas 

hukum itu sendiri dengan perbuatan-

perbuatan yang justru tidak berpihak pada 

korban. 

Di dalam asas specialitas 

(specialiteit beginselen) pada hakekatnya 

bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan 

tertentu, yakni tujuan diberikannnya 

wewenang yang dalam konsep hukum 

administrasi dikenal dengan ketajaman 

atau arah tujuan (zuiverheid vanoogmerk), 

sehingga dalam penyelenggaraan 

penegakan hukum harus selaras dan 

seimbang dengan tujuan kewenangan yang 

diberikan.  

Oleh karena itu, apabila wewenang 

dijalankan tidak sesuai dengan tujuan 

diberikannnya wewenang, maka akan 

terjadi penyimpangan hukum, karena 

menurut Tatiek Sri Djatmatiati bahwa asas 

spesialitas merupakan onderdil dari asas 

legalitas (legaliteit beginselen) dan asas 

specialitas (specialiteit beginselen) ini 

masih serumpun dengan asas legalitas. 

Berdasarkan konsep diatas, maka 

penegakan hukum aktual (actual 

enforcement concept) merupakan salah 

satu konsep yang mencakup berbagai 

bidang yang masing-masing bidang 

memiliki batasan dan problematika yang 

berbeda-beda, antar lain sarana prasarana, 

kualitas sumber daya manusia, kualitas 

perundang-undangan dan miskinnya 

partisipasi masyarakat sehingga dari 

heteroginitas problematika yang ada 

memungkinkan adanya kecendrungan 
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melemahkan dan mengorbankan hukum. 

Oleh karena itu, selain daripada 

penerapan hukum acara pidana terhadap 

proses perlindungan hukum bagi korban 

kejahatan. Maka untuk kasus-kasus atau 

perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum 

maka pada dasarnya dapat dilakukan win-

win solution atau proses mediasi antara 

korban dan pelaku kejahatan yang 

berdasarkan pada perlindungan atas hak-

hak korban secara langsung dan cepat. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ANALISIS TERHADAP 

PERLINDUNGAN KORBAN 

KEJAHATAN SEBAGAI BAGIAN 

DARI KEBIJAKAN NON PENAL. 

 

2. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian merupakan sarana pokok 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

maupun teknologi. Hal ini disebabkan 

karena penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis, metodologi dan konsisten. 

Melalui proses penelitian tersebut 

diadakan analisa dan konstruksi data 

yang telah dikumpulkan. Oleh karena 

penelitian merupakan suatu sarana 

ilmiah bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka 

metodologi penelitian yang diterapkan 

harus senantiasa disesuaikan dengan 

ilmu pengetahuan yang menjadi 

induknya. Dengan demikian metode 

penelitian adalah merupakan upaya 

ilmiah untuk memakai dan memecah 

suatu permasalahan berdasarkan metode 

tertentu. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Bahan 

hukum primer terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang diurut 

berdasarkan hierarki seperti 

peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan penelitian 

ini yaitu peraturan perundang-

undangan yang berkaitan terhadap 

kejahatan seperti KUHP, Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah 

bahan hukum yang terdiri atas 

buku-buku teks yang ditulis oleh 

ahli hukum yang berpengaruh, 

jurnal-jurnal hukum, pendapat para 

sarjana, kasus-kasus hukum, 

yurisprudensi, dan hasil-hasil 

simposium mutakhir yang 

berkaitan dengan topik penelitian. 

Dalam penelitian ini, bahan hukum 

sekunder yang digunakan adalah 

berupa buku-buku rujukan yang 

relevan, hasil karya tulis ilmiah, 
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dan berbagai makalah yang 

berkaitan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

FAKTOR PENEGAK HUKUM 

MENERAPAN KEBIJAKAN NON 

PENAL DALAM MENYELESAIKAN 

PERKARA PIDANA 

A. Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan Hukum berkaitan erat 

dengan ketaatan bagi pemakaidan 

pelaksana peraturan perundang-undangan, 

dalam hal ini baikmasyarakat maupun 

penyelenggara Negara yaitu penegak 

hukum.Bahwa Hukum itu dipatuhi oleh 

masyarakatnya merupakan pertandatujuan 

diciptakannya peraturan tercapai. 

Penegakan hukum merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pembangunan 

hukum dan sebagai komponen integral dari 

pembangunan nasional yang dilaksanakan 

dalam rangka menegakkan pilar-pilar 

negara hukum. 

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa 

dalam struktur ketatanegeraan modern, 

maka tugas penegakan hukum itu 

dilaksankaan oleh komponen eksekutif dan 

dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif 

tersebut, sehingga sering disebut juga 

dibirokrasi penegakan hukum. Sejak 

negara itu mencampuri banyak campur 

tangan hukum juga makin intensif, seperti 

dalam bidang-bidang kesehatan, 

perumahan, produksi, dan pendidikan. 

Tipe negara yang demikian itu dikenal 

dengan welfare state. Eksekutif dengan 

birokrasinya merupakan bagian dari mata 

rantai untuk mewujudkan rencana yang 

tercantum dalam (peraturan) hukum yang 

menangani bidang-bidang tersebut. 

 

B. Faktor Penerapan Kebijakan Non 

Penal Dalam Perkara Pidana 

Penanggulangan kejahatan tidak bisa 

hanya mengandalkan saranapenal karena 

hukum pidana dalam bekerjanya 

memilikikelemahan/keterbatasan. 

Terjadinya tindak pidana tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor kriminal tetapi 

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar 

hukum juga memiliikipengaruh terhadap 

terjadinya tindak pidana 

Mengutip pendapat dari Barda 

Nawawi Ariefbahwamengidentifikasikan 

sebab-sebab keterbatasan kemampuan 

hukum pidana (penal) dalam 

menanggulangi kejahatan sebagai berikut: 

1. Sebab-sebab kejahatan yang 

demikian kompleks berada di 

luar jangkauan hukum pidana. 

2. Hukum pidana hanya merupakan 

bagian kecil (sub sistem) dari 

saran kontrol sosial yang tidak 

mungkin mengatasi masalah 

kejahatan sebagai masalah 

kemanusiaan dan 

kemasyarakatan yang sangat 

kompleks (sebagai masalah 

sosio-psikologis, sosio-politik, 

sosio-ekonomi, sosio-kultural 

dan sebagainya); 

 

BENTUK-BENTUK KEJAHATAN 

YANG DAPAT DISELESAIKAN 

DENGAN KEBIJAKAN NON PENAL 

A. Kebijakan Non Penal 

Proses pembangunan harus 

diupayakan agar berjalan dengan lancar, 

teratur dan berkelanjutan (sustainable 

development) di setiap sektor dan lintas 

sektor sehingga dapt mencapai tujuan 

yakni memberikan perlindungan dan 

kesejahteraaan sosial. Menurut Soerjono 

Soekanto bahwa pembangunan hukum 

harus dikuti dengan pembangunan di 

bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya 
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serta tekrnologi. Pembangunan hukum 

adalah salah satu unsur penting dalam 

pembangunan nasonal sehingga haraus 

dilakukan dengan adil dan bermanfaat. 

 

B. Bentuk Kejahatan yang diselesaikan 

dengan kebijakan non Penal 

Dalam prespektif kebijakan kriminal 

(criminal policy) persoalan pemidanaan 

bukanlah satu-satunya cara untuk 

menanggulangi kejahatan di tengah 

masyarakat. Terdapat cara lain dalam 

menanggulangi kejahatan dengan tindakan 

non penal. 

Sarana penal dan non penal 

merupakan suatu pasangan yang satu sama 

lain sebenarnya tidak dapat dipisahkan, 

bahkan dapat dikatakan keduanya saling 

melengkapi dalam usaha penanggulangan 

kejahatan. Di dalam rangka merumuskan 

kebijakan nonpenal yang 

menyangkutgejala tindak pidana yang dapa 

diselesaikan dengan sarana non penal 

maka perlu dukungan kajian-kajian 

kriminologismengenai suatu tindak pidana 

tersebut. Kajian-kajian kriminologis 

tentang suatu tindak pidana dan 

prosespenanggulangannya dalam 

masyarakat, sangat diperlukan dalam 

rangkapenyusunan kebijakan nonpenal 

pada satu sisi, dan pada sisi lain, 

kajiankriminologis tersebut diperlukan 

pula sebagai bahan masukan dalam 

rangkaperumusan norma-norma hukum 

pidana tentang penanggulangan suatu 

tindak pidana yangdicita-citakan (ius 

constituendum). 

 

Perlindungan Korban Kejahatan Yang 

Diselesaikan Dengan Kebijakan Non 

Penal 

A. Pengaturan Perlindungan Korban 

Kejahatan 

Di dalam sistem peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, korban kejahatan telah diatur 

dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. Pengertian korban yang diatur 

dalam Pasal1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2006 adalah seseorang 

yangmengalami penderitaan fisik, 

mental,dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkanoleh suatu tindak pidana. 

Sebelumnya, pada tahun 2002 

terdapat pengaturan hukum mengenai 

perlindungan terhadap korban khusus 

mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia 

Berat yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban 

dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang Berat ( PP No. 22 Tahun 

2002 ). Dalam PP ini ada penambahan kata 

korban sebagai“ gandengan kata saksi. 

 

B. Perlindungan Korban Kejahatan 

yang diselesaikan dengan kebijakan 

Non Penal 

Perlindungan menurut Undang-

Undang Perlindungan Saksi dan Korban 

adalah segala upaya pemebuhanhak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa 

aman kepada korban yang wajib 

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga 

lainnya sesuai dengan ketentuan. 

Perlindungan ini diberikan dalam semua 

tahap proses peradilan pidana dalam 

lingkungan peradilan. 

Perlindungan hukum korban 

kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 

kepada masyarakat, dapat diwujudkan 

dalam berbagai bentuk seperti melalui 

pemberian restitusi dan kompensasi, 



 

72  

 

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI 

KEBIJAKAN NON PENAL 

Ibrahim Sinambela 

 

pelayanan medis dan bantuan hukum. 

 

4. SIMPULAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi 

ini, maka ada beberapa kesimpulan yang 

didapatkan yaitu: 

1. Faktor yang mempengaruhi 

penegak hukum menerapan 

kebijakan non penal dalam 

menyelesaikan perkara pidana 

dapat dibedakan menjadi dua, 

yakni faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor pendukung 

penerapan upaya non penal yaitu 

faktor pelaku dan korban, faktor 

aparat penegak hukum, faktor 

budaya masyarakat, faktor 

pemerintah. Sedangkan faktor 

penghambat diantaranya, faktor 

hukum, faktor keluarga korban, 

faktor budaya masyarakat dan 

faktor budaya masyarakat 

2. Bentuk-bentuk kejahatan yang 

dapat diselesaikan dengan 

kebijakan non penal diantaranya 

tindak pidana ringan (pencurian, 

kekerasan, penghinaan, 

pencemaran nama baik) , tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak, 

tindak pidana perdagangan orang 

(prostitusi), tindak pidana lalu 

lintas, dan tindak pidana KDRT. 

3. Bentuk perlindungan korban 

kejahatan yang diselesaikan dengan 

kebijakan non penal diantaranya 

ganti kerugian, restitusi, 

kompensasi. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang penulis berikan yaitu: 

1. Disarankan kepada aparat penegak 

hukum agar lebih mengutamakan 

pendekatan non penal dalam 

penanggulangan kejahatan 

dibandingkan dengan upaya penal 

untuk kasus-kasus hukum tertentu; 

2. Disarankan kepada masyarakat 

agar lebih peka dan peduli terhadap 

lingkungan agar mencegah 

terjadinya tindak pidana 

dilingkungan masyarakat 

3. Disarankan kepada pemerintah 

untuk membentuk undang-undang 

yang didalamnya juga diatur 

upaya-upaya kebijakan non penal 

terhadap undang-undang khusus 

agar tidak selamanya menjadikan 

pidana sebagai premium remedium 
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